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REPUBLIK INDONESIA 
No. 758, 2021 ANRI. TND. Pedoman Umum. 

 

 

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup 

efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas 

pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki 

kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga 

terwujud  tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

b. bahwa pedoman umum tata naskah dinas sangat 

dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, 

ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas 

penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang 

diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik;  

c. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas, perlu disesuaikan dengan perkembanagan 

dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan; 

d. bahwa lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia 

memiliki  kewenangan dalam menetapkan  kebijakan 

peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan 

kearsipan sesuai lingkup tugas dan fungsinya 

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan, termasuk menetapkan Peraturan Arsip 

Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Umum 

Tata Naskah Dinas; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, sampai dgn huruf d, serta 

untuk mendukung terselenggaranya  ketentuan Pasal 32 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2009 tentang Kearsipan dan  Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik mencapai 

tujuannya,  perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional 

Republik Indonesia tentang  Pedoman Umum Tata 

Naskah Dinas; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071);  

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5286); 

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian  sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang  Perubahan  Kedelapan atas  Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 322);  
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

185); 

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat 

penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan 

dalam komunikasi kedinasan. 

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga 

Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

3. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan 

cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, 

legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan 

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN 

adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah. 

6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

Pemerintahan Daerah yang dipisahkan. 

8. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 

semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 

arsip di lingkungannya.  

9. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan. 

10. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan 

dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

11. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Lembaga 

Negara dan Pemerintahan Daerah. 

12. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid 

free) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki 

keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu 

lama. 

13. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada 

pada pemberi mandat. 

14. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi 

pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem 

pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, 

dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat 

dan/atau pemerintah daerah. 

www.peraturan.go.id



2021, No. 758 
-5- 

15. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum 

yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang 

memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 

16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat 

elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan 

identitas yang menunjukkan status subjek hukum para 

pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh 

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 

atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi 

atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang 

digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan 

umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah 

Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah. 

(2) Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; 

b. pembuatan Naskah Dinas; 

c. pengamanan Naskah Dinas; 

d. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan 

e. pengendalian Naskah Dinas. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Tata Naskah 

Dinas di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh 

pimpinan Lembaga Negara atau Kepala Daerah. 

 

Pasal 3 

Ketentuan mengenai Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 

dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku 

secara mutatis mutandis bagi, PTN, Organisasi 

Kemasyarakatan, Organisasi Politik, dan BUMN/BUMD. 
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